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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada pembahasan di atas terkait tindak pidana penipuan online dengan modus giveaway di aplikasi Instagram, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pengaturan hukum tindak pidana penipuan berbasis online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat (1)   dan secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP. Sebagai Undang-undang yang bersifat khusus, Undang-Undang ITE menjadi pedoman dan dasar hukum bagi anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitas di dunia online. Undang-Undang ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk memudahkan penyelesaian suatu perkara terkait dengan penipuan arisan online. 

Perlindungan hukum terhadap anggota arisan dari tindak pidana penipuan dengan modus arisan online dapat melalui pelaporan ke pihak berwenang, seperti kepolisian, dan menggunakan jalur perdata untuk menuntut ganti rugi. Pelaku arisan online yang tidak memenuhi janji dapat dikenakan sanksi pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan/atau penipuan (Pasal 378 KUHP), serta ketentuan dalam Undang-Undang ITE karena menggunakan media elektronik. Korban berhak mendapatkan pemulihan kerugian melalui restitusi atau kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum.
Penegakan hukum terhadap pelaku  tindak pidana penipuan dengan modus arisan online diancam  dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yaitu  dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang ITE. Terdapat perbedaan dua pasal antara KUHP dan Undang-Undang ITE yaitu pada rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tidak mensyaratkan adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.
Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran yakni sebagai berikut:
Kepada masyarakat khususnya pihak korban, agar bisa bekerjasama dan bersinergi dengan penegak hukum apabila mengetahui atau menjadi korban penipuan arisan online segera untuk dilaporkan kepihak dengan mengikuti prosedurnya, dan hendaknya lebih waspada dan berhati-hati untuk melakukan transaksi online.

Kepada penegak hukum supaya diberikan himbauan dan mengenai masalah transaksi online termasuk kepada masyarakat yang masih awam atau gagap teknologi atau pada anak-anak usia remaja yang masih terbilang labil dalam melakukan transaksi elektronik agar semua masyarakat dapat teredukasi serta dapat mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

Karena masih terbatas adanya sarana dan prasana untuk melakukan penyidikan yang dimiliki oleh kepolisian disebabkan kasus ini membutuhkan tim dan alat-alat dibidang cyber hal ini harusnya dijadikan perhatian untuk meningkatkan sarana, fasilitas, dan kinerja kepolisian guna pemberantasan kejahatan.
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